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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

                                     NOMOR : 31/M-DAG/PER/7/2009 
TENTANG 

TARIF PENERBITAN 
SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) 

UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : a. 
 
 
 
 

 

bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 73 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif 
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang 
Berlaku Pada Departemen Perdagangan, telah ditetapkan 
besarnya tarif penerbitan Form Surat Keterangan Asal 
untuk barang ekspor Indonesia, sehingga perlu dilakukan 
penyesuaian tarif penerbitan Form Surat Keterangan 
Asal (SKA); 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan 
Menteri Perdagangan; 

Mengingat : 1. 

 

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 
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3. 

 

 

4. 
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7. 

 

 

 

8. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548); 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3760); 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2008 tentang 
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perdagangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4918);  

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
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10. 
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12. 

 

 

13. 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 95 Tahun 2007); 

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M 
Tahun 2005; 

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008; 

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara 
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 
Tahun 2008; 

Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor 01/M-DAG/ 
PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007; 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/ 
PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal 
(Certificate of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 
TARIF PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL   
(CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR 
INDONESIA. 


